
 
 

BAB I  

PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL 

DIBAWAH UMUR BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM 

ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

A. Latar Belakang Penelitian 

Anak merupakan mahkluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih 

sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian 

dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar 

tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam 

kehidupan bersama. (MAGHFIRAH, 2017).  

Pernikahan dini yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan 

banyak dampak, pernikahan dini ini telah merugikan kepentingan anak dan akan 

sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini 

dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang. (Almahisa & Agustian, 

2021).  Pertama, dampak hukum yang apabila pernikahan dini dilakukan berarti 

telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan, antara lain: 

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya 

diijinkan jika pi hak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah 

berusia 16 tahun” (Pasal 7 ayat 1). “Untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua 

orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2), 
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2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 

ayat 1) “orantua bertanggung jawab untuk mengasuh,memelihara, 

mendidik,dan melindungi anak”. 

Organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh 

masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk 

melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai 

hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah 

trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ 

reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Dan apabila dilihat dari 

segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya 

angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada 

rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. (Almahisa & Agustian, 2021) 

Dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut sangat berkaitan  

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 

menegaskan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk 

eksploitasi dan kekerasan, termasuk dalam konteks pernikahan dini dan 

hubungan seksual di usia muda. Undang-undang ini bertujuan untuk 

melindungi anak dari risiko kesehatan dan psikologis yang dapat 

ditimbulkan oleh pernikahan dini, serta memastikan bahwa anak-anak dapat 

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dengan 

demikian, perlindungan terhadap anak dari pernikahan dini dan hubungan 

seksual yang tidak sesuai dengan usia mereka merupakan bagian penting 
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dari upaya untuk menjamin hak-hak anak dan meningkatkan kualitas 

kesehatan masyarakat secara keseluruhan. 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

mencipatakan kondisi agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  

kewajibannya  demi  perkembangan  dan pertumbuhan anak secara wajar 

baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan 

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan 

anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. (Gultom 2014) dalam (Ayu & Kamsi, 2022).  

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah amanah 

sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai 

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari 

hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945 dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan 

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak 

atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan 

kebebasan.”(Ayu & Kamsi, 2022).  
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Menurut   hukum   yang   berlaku   di   Indonesia,   misalnya   dalam 

lapangan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang 

Hukum  Perdata,  Pasal  330  menyatakan  bahwa  belum  dewasa  adalah mereka 

yang belum umur mencapai genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. 

Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, 

maka  mereka  tidak  kembali  lagi  kedudukannya  belum  dewasa. Sedangkan  

menurut  Pasal  47  Ayat  (1)  Undang - Undang  Nomor  16  Tahun 2019  tentang  

Perubahan  Atas  Undang - Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan,  

secara  eksplisit  menyatakan  bahwa  anak  yang  belum mencapai  umur  18  

tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan ada dibawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  

Dalam  hal  kesejahteraan  anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang - 

Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  memberikan 

pengertian  anak  adalah  seseora ng  yang  belum  mencapai  21  tahun  dan 

belum  pernah  kawin.  Dalam  Pasal  1  angka  1  Undang - Undang  Nomor  35 

Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang - Undang  Nomor  23  Tahun 

2002   tentang   Perlindungan   Anak,   menyatakan   bahwa   anak   adalah 

seseorang  yang  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun  termasuk  anak yang  

masih  dalam  kandungan.  Pengertian  yang  serupa  juga  diatur  dalam Undang 

- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1  angka  5  

memberikan  pengertian  anak  adalah  manusia  yang  berusia  di bawah  18  

(delap an  belas)  tahun  dan  belum  menikah, termasuk  anak  yang masih 
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dalam kandungan apabila hal terseb ut adalah demi kepentingannya (Amin, 

2021).  

Sedangkan di dalam Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya 

seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk 

menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai 

dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang lakilaki ditandai dengan 

mengalami mimpi basah. Dengan demikian selama seorang wanita/lakilaki 

belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, 

sehingga belum dikenakan hukum. (MAGHFIRAH, 2017).  

Penting untuk disoroti bahwa anak adalah sosok yang membutuhkan 

perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Keluarga memiliki peran yang sangat 

penting dalam memberikan dasar yang kuat bagi anak untuk belajar dan 

berinteraksi dengan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pengertian anak 

dalam Undang-undang (UU) No$mo$r 35 Tahun 2014 te$ntang Pe$rubahan atas 

Undang-Undang No$mo$r 23 Tahun 2002 Te$ntang Pe$rlindungan Anak dan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menunjukkan adanya perbedaan dalam 

penentuan batas usia, di mana satu undang-undang menetapkan batas usia 18 

tahun sementara yang lain hingga 21 tahun. Hal ini menunjukkan adanya 

kerumitan dalam regulasi hukum yang berkaitan dengan anak, yang bisa 

berdampak pada perlindungan serta hak-hak yang dimilikinya. 
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Selain itu, perbedaan perspektif antara hukum positif dan hukum Islam 

mengenai kedewasaan serta status anak juga patut untuk diperhatikan. Dalam 

ajaran Islam, konsep baligh dianggap sebagai penentu kedewasaan, yang tidak 

terikat pada usia tertentu, tetapi berdasarkan tanda-tanda fisik yang 

menunjukkan kematangan individu. Hal ini menunjukkan bahwa cara kita 

memahami anak dan kedewasaan bisa berbeda-beda, tergantung pada latar 

belakang budaya dan agama masing-masing. Secara umum, pernyataan ini 

menekankan betapa pentingnya perlindungan hukum untuk anak dan kebutuhan 

akan pendekatan menyeluruh dalam memahami status serta hak-hak anak, baik 

dari sudut pandang hukum maupun dari nilai-nilai sosial dan budaya. Penting 

untuk menjamin bahwa anak-anak memperoleh perlindungan yang memadai 

serta peluang untuk tumbuh dengan baik. 

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang berkembang 

seiring  dengan  dinamika  perkembangan  kehidupan  manusia  itu  sendiri 

sesuai  dengan  kondisi  manusia  dalam  kehidupan  masyarakat  di  berbagai 

belahan dunia. Pada masa lalu perlindungan terhadap anak berjalan seiring 

dengan  kehidupan  manusia  pada  umumnya,  yakni  bagaimana  manusia 

bertahan  hidup  dan  melangsungkan  kehidupan  dalam  suatu  kelompok 

keluarga  atau  masyarakat. Kedudukan  anak  yang  merupakan  penerus 

kehidupan  suatu  keluarga  tentunya  menjadikan  sua tu  hal  yang  menjadi 

perhatian serius  bagi setiap kelompok masyarakat sehingga memunculkan 

berbagai  upaya  dan  tindakan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap 

anak  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  sebagai  generasi 
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penerus  guna  melanjutkan  kehidupan  kelompok  tersebut  di  masa  yang akan 

datang. (Amin, 2021).  

Sebagaimana yang tertuang dalam judul, yang dimaksud dengan Hukum 

Positif adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

didalamnya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan, termasuk batas usia 

minimal untuk menikah. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yang dimana Undang-undang ini memberikan 

perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang hamil di bawah umur. Selain 

itu, terdapat Kompilasi Hukum islam.  

Pe$rgaulan be$bas di zaman se$karang se$ring kali me$mbawa pe$muda- 

pe$mudi te$rhadap hal-hal ne$gatif. O$le$h kare$na itu, pe$nting bagi o $rang tua untuk 

se$dini  mungkin  me $nanamkan  pe$nge$tahuan  agama  dan  pe $nge$tahuan-

pe$nge$tahuan lain yang mampu me $njadi be$kal anak di masa de $pan se$hingga 

te$rhindar dari hal-hal ne$gatif, salah satunya hamil di luar nikah. (Srio$no$, 2023). 

E$dukasi te$ntang hal-hal pe$rkawinan dibawah umur dan diluar nikah pe$nting 

untuk ditanamkan te$rhadap anak-anak dibawah umur kare$na untuk me$nghindari 

dan me$nce$gah te$rjadinya hal-hal yang tidak di inginkan te$rjadi. Maka dari itu o $rang 

tua wajib me$mbe$rikan pe$mahaman dan pe$nge$rtian bahwa me$milah me $milih 

pe$rgaulan me$rupakan hal yang pe$nting kare$na biasanya hal-hal ne$gative$ se$pe$rti itu 

te$rjadi ke$tika kita salah me$milih lingkungan yang baik.  

Dalam Undang-undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, 

pengertian perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
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dan wanita sebagai suami istri. Tujuannya  membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi salah satunya 

ialah mengenai perkawinan bawah umur, dimana terdapat fakta terjadinya 

disharmoni peraturan perundangundangan antara pengaturan nasional di Indonesia 

mengenai perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 

1 Tahun 1974) dengan UU Perlindungan Anak dalam hal menetapkan ketentuan 

batasan umur seorang anak. (Safira et al., 2021).  

Salah satu asas pe$nting yang diusung o $le$h UU pe$rkawinan di dunia Islam 

adalah asas ke$matangan atau ke$de$wasaan calo $n me$mpe$lai. UU pe$rkawinan di dunia 

Islam me$ne$tapkan batas minimal usia pe $rnikahan yang be $rbe$da antar 

ne$gara.(Fadhilah, 2021). Hasil dari pe$rnye$rapan nilai-nilai dari masyarakat 

ke$mudian dimuat dalam undang-undang no$mo$r 1 tahun 1974 te $ntang pe$rkawinan. 

Be$be$rapa asas pe$rkawinan antara lain: 

1. Asas Ke$sukare$laan, ke$sukare$laan ini tidak hanya harus te $rdapat antara 
ke$dua calo $n suami-iste$ri, te$tapi juga antara ke$dua o $rang tua ke$dua be$lah 
pihak. (Daud, 2018 hlm 139) 

2. Asas Pe$rkawinan Me$nurut Hukum Agama atau Ke $pe$rcayaan Agamanya, 
Pe$rkawinan dianggap sah apabila pe $rkawinan te$rse$but dilakukan me $nurut 
hukum agama dan ke $pe$rcayaan agama yang dianut calo $n me$mpe$lai. 
Pe$rkawinan sudah dinyatakan se $bagai ikatan lahir batin yang bahagia dan 
ke$kal be$rdasarkan Tuhan Yang Maha E $sa. 

3. Asas Pe$rkawinan Harus Dicatatkan, Implikasi hukum dari pe$rkawinan harus 
dilakukan be$rdasarkan hukum agama dan ke $pe$rcayaan me $mpe$lai pria dan 
wanita adalah te$rkait de$ngan pe$ngakuan ne$gara. 

4. Asas Mo $no$gami, Asas pe$rkawinan me$nurut Undang-Undang No $mo$r 1 
Tahun 1974 Te$ntang Pe$rkawinan adalah mo $no$gami. Pada asasnya, dalam 
suatu pe$rkawinan se$o$rang pria hanya bo $le$h me$mpunyai se $o$rang iste$ri, 
se$o$rang wanita hanya bo $le$h me$mpunyai se$o$rang suami pada waktu yang 
be$rsamaan.  
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5. Asas Me$mpe$rsulit Pe$rce$raian, tujuan pe$rkawinan untuk me $mbe$ntuk 
ke$luarga yang bahagia, ke $kal, dan se$jahte$ra, maka Undang-Undang No $mo$r 
1 Tahun 1974 Te$ntang pe$rkawinan me$nganut prinsip me $mpe$rsukar 
te$rjadinya pe$rce$raian. (Setyaningsih & Nugrahani, 2021).  
 
Salah satu tantangan besar dalam upaya melindungi anak-anak adalah 

praktik pernikahan usia muda. Ironisnya, ada ketidakselarasan aturan di Indonesia 

terkait hal ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 

1 Tahun 1974) tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam 

menentukan batasan usia anak.   

Pe$kawinan dalam hukum Islam me$rupakan pe$rnikahan, pe$rnikahan adalah 

akad yang sangat  kuat  atau  miitsaaqo$n  gho$lidhan  untuk  me$naati  pe$rintah  Allah  

dan  me$laksanakannya me$rupakan  ibadah. Pe$rkawinan atau pe$rnikahan dalam fikih 

be$rbahasa Arab dise$but de$ngan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Me$nurut fiqih, 

nikah adalah salah satu asas po$ko$k hidup yang paling utama dalam pe$rgaulan atau 

masyarakat yang se$mpurna. (M. amin Fauzi, 1974). 

Dalam pe$rspe$ktif Islam, pe$rkawinan bukan hanya se$buah ko$ntrak so$sial, 

te$tapi juga se$buah ibadah yang me$miliki dime$nsi spiritual yang me$ndalam. Ko$nse$p 

miitsaaqo$n gho $lidhan me$nggambarkan be$tapa kuat dan sakralnya ikatan 

pe$rnikahan, yang me$ngharuskan pasangan untuk saling me$naati pe$rintah Allah 

dalam me$njalani ke$hidupan rumah tangga. Ke$dua istilah, nikah dan zawaj, 

me$mpe$rlihatkan bahwa pe$rnikahan dalam Islam adalah se$buah pro$se$s yang 

me$ndalam, yang le$bih dari se$kadar hubungan fisik atau so$sial, te$tapi juga me$miliki 

tujuan mo$ral dan spiritual. 
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Se$jak be$rlakunya UU  no$. 1 - 1974  sahnya  pe$rkawinan  me$nurut  hukum 

agama  di  Indo$ne$sia  be$rsifat  me$ne$ntukan.  Apabila  suatu  pe$rkawinan  tidak 

dilakukan  me$nurut  hukum  agamanya  masing - masing  be$rarti  pe$rkawinan  itu 

tidak  sah. (Hadikusuma, 2022 hlm 40). 

Artinya, apabila suatu pe$rkawinan tidak dilakukan me$nurut hukum agama 

yang dianut, maka pe$rkawinan itu dianggap tidak sah me$nurut hukum. Undang-

undang ini me$ne$kankan pe$ntingnya harmo$nisasi hukum ne$gara dan agama dalam 

me$ngatur pe$rkawinan, dan se$mua pe$rkawinan yang sah harus me$matuhi pe$raturan 

agama yang be$rlaku bagi pasangan yang be$rsangkutan. De$ngan de$mikian, dalam 

pe$rspe$ktif hukum Islam maupun hukum ne$gara, pe$rkawinan dipandang se$bagai 

suatu ikatan yang me$nye$ntuh aspe$k mo$ral, e$tika, dan spiritual, yang ke$se$muanya 

be$rtujuan untuk me$wujudkan ke$bahagiaan dan ke$se$jahte$raan be$rsama dalam 

bingkai ke$luarga yang abadi. 

Prinsip yang dianut o$le$h undang-undang pe$rkawinan ialah individu yang  
akan  me$nikah  harus  me$miliki  ke$matangan,  baik  se$cara  e$mo$sio$nal 
maupun fisik agar mampu me$njalani ke$hidupan pe$rnikahan de$ngan baik. 
Se$lain itu juga me$minimalisir ke$mungkinan pe$rce$raian dan me$mastikan 
ke$turunan yang lahir dari pe$rnikahan me$miliki ke$se$hatan yang o$ptimal. 
O$le$h kare$na itu, upaya untuk me$nce$gah pe$rkawinan di usia yang be$lum 
matang me$rupakan hal yang sangat dipe$rlukan. (Srio$no$, 2023 hlm 41).  

Se$tiap warga ne$gara wajib me$mpe$rhatikan ke$te$ntuan se$rta ke$bijakan 

pe$me$rintah khusunya ke$bijakan ke$te$ntuan usia pe$rnikahan. Se$o$rang anak yang 

me$langsungkan pe$rnikahan dibawah umur dianggap be$lum siap dalam me$nghadapi 

masalah-masalah yang akan te$rjadi didalam rumah tangga kare$na be$lum adanya 

ke$siapan me$ntal dan e$mo$sio$nal yang kuat untuk me$njalani ke$hidupan pe$rnikahan.  
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Pe$rkawinan dalam hal ini adalah salah satu jalan untuk me$me$lihara manusia 

dari ke$rusakan akhlak. O$le$h kare$na itu agaram me$ngatur hukum pe$rkawinan untuk 

me$nyatukan antara umat islam yang satu de$ngan yang lainnya agar hidup 

be$rpasang-pasangan. (Ariani, 2014).  

Dalam banyak siste$m hukum, te$rmasuk hukum Islam, me$skipun tindakan 

zina adalah do$sa yang sangat dilarang, anak yang lahir dari hubungan te$rse$but te$tap 

dilihat se$bagai makhluk ciptaan Tuhan yang me$miliki hak hidup yang sama se$pe$rti 

anak lainnya. Pe$rlindungan te$rhadap anak luar nikah se$harusnya me$njadi fo$kus 

utama, kare$na anak te$rse$but tidak se$harusnya dihukum atau dipe$rlakukan buruk 

kare$na ke$salahan o$rang tuanya. 

Didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28B ayat (1) dise$butkan 
bahwa "Se$tiap o$rang be$rhak me$mbe$ntuk ke$luarga dan me$lanjutkan 
ke$turunan me$lalui pe$rkawinan yang sah".  

Pe$rkawinan me$nurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B ayat (1) 

dapat disimpulkan bahwa se$tiap warga ne$gara be$rhak untuk me$mbe$ntuk ke$luarga 

dan me$lanjutkan ke$turunan me$lalui pe$rkawinan yang sah. Sah nya pe$rkawinan 

apabila dilakukan me$nurut hukum masing-masing agama dan ke$pe$rcayaannya.  

Me$nge$nai pe$rso$alan ini, pada dasarnya islam te$lah me$ngingatkan ke$pada 
se$mua umat untuk me$nghindari zina yang dalam hal ini te$rmasuk hamil 
diluar nikah. Allah Swt. Me$mandang pe$rbuatan ini se$bagai pe$rbuatan yang 
ke$ji. Hal ini dipe$rte$gas dalam surah al-Isra’ ayat 32. (Srio$no$, 2023 hlm 122). 

Me$nge$nai hamil diluar nikah me$rupakan hal ke$ji dan paling dibe$nci Allah 

Swt maka dari itu kita se$bagai umat muslim se$baiknya hindari larangan Allah Swt 

se$bagaimna te$lah dije$laskan dalam Q.S Al-Isra’ ayat 32 yang artinya: 
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“Dan jangan lah kamu me$nde$kati zina; se$sungguhnya zina itu asalah suatu 

pe$rbuatan yang ke$ji. Dan suatu jalan yang buruk.” 

Pe$rkawinan yang te$rjadi pada pe$re$mpuan hamil adalah dilatar be$lakangi 

o$le$h pe$rgaulan be$bas yang te$rjadi dikalangan re$maja de$ngan be$rhubungan layaknya 

suami istri di luar ikatan pe$rkawinan, akibatnya pe$re$mpuan te$rse$but me$ngalami 

ke$hamilan   diluar ikatan pe$rkawinan   yang   sah.   Masalah   yang muncul   adalah   

status   pe$rkawinan   dan  status  anak yang dikandungnya me$nurut Undang-Undang 

Pe$rkawinan dan Ko$mpilasi Hukum Islam. (M. Burhanuddin Ubaidillah, 2021).  

Istilah “pe$rnikahan wanita yang hamil di luar nikah” maksudnya adalah 

akad nikah yang dilakukan o $le$h se$o$rang wanita pada saat ia se$dang dalam ke$adaan 

hamil (me$ngandung janin dalam pe$rutnya) se$bagai akibat dari te$lah te$rjadinya 

hubungan ke$lamin antara dirinya de$ngan se$o$rang le$laki, dimana hubungan ke$lamin 

te$rse$but dilakukan di luar ikatan akad nikah, baik de$ngan cara zina ataupun 

dipe$rko$sa. (Millah, 2017a).  

Dari ke$dua pe$rnyataan te$rse$but dapat disimpulkan bahwa wanita yang hamil 

diluar pe$rnikahan me$rupakan akibat dari pe$rgaulan be$bas yang tidak dapat di 

ko$ntro$l o$le$hnya maupun o$rang tuanya. Akibat dari pe$rgaulan be$bas ini be$rlaku 

ke$pada status anak yang dikandungnya.  

Ko$mpilasi Hukum Islam (KHI) yang me$rupakan hasil dari pe$ndapat para 

Ulama Fiqh, dalam hukum Islam yang sudah di se$suaikan de$ngan ko$ndisi umat 

Islam di Indo$ne$sia, se$cara implisit me$nyatakan bahwa se$o$rang wanita yang hamil 

di luar nikah bo $le$h dikawinkan de$ngan pira yang me$nghamilinya se$pe$rti te$rte$ra 
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pada pasal 53 ayat 1 “se$o$rang wanita hamil di luar nikah, bo$le$h dikawinkan de$ngan 

laki-laki yang me$nghamilinya”, ini be$rarti KHI pe$rzinahan tidak me$ngharamkan 

pe$rnikahan. (Firdaus & Lubis, 2022). 

Dalam hukum yang be$rlaku di Indo$ne$sia pe$rso$alan nikah hamil dapat dilihat 
dari ke$te$ntuan Pasal 53 Ko$mpilasi Hukum Islam, yaitu:  

1. Se$o$rang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan de$ngan pria yang 
me$nghamilinya;  

2. Pe$rkawinan de$ngan wanita hamil yang dise$but pada ayat (1) dapat 
dilangsungkan tanpa me$nunggu le$bih dahulu ke$lahiran anaknya;  

3. De$ngan dilangsungkan pe$rkawinan pada saat wanita hamil, tidak 
dipe$rlukan pe$rkawinan ulamg se$te$lah anak yang dikandung lahir. (Santo$so$ 
e$t al., 2021). Hlm 163 

Dalam hal ini me$nunjukkan bahwa KHI me$mbe$rikan so$lusi bagi pasangan 

yang te$rlibat dalam kasus nikah hamil untuk me$langsungkan pe$rnikahan dan 

me$ngakui anak yang lahir dari hubungan te$rse$but. 

De$ngan de$mikian me$nge$nai pe$rkawinan wanita hamil di luar nikah 

dite$tapkan o$le$h KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan de$ngan 

pria yang me$nghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita 

hamil di luar nikah dapat dikawinkan de$ngan laki-laki lain yang tidak 

me$nghamilinya (F. Fauzi, 2021).  

Me$nurut Al-Ghifari (2003: 132), pe$rnikahan dibawah umur adalah 
pe$rnikahan yang dilakukan o$le$h anak yang be$rusia di bawah 15 tahun. Hal 
ini dikare$nakan, se$o$rang anak masih be$rada dalam usia se$ko$lah dan 
pe$me$rintah te$lah me$wajibkan masyarakat Indo$ne$sia untuk me$nye$le$saikan 
pe$ndidikan fo$rmal untuk me$nciptakan sumbe$r daya manusia yang 
be$rkualitas dan te$naga ke$rja yang dapat me$me$nuhi pasar te$naga ke$rja 
namun pada ke$nyataannya masih banyak dae$rah yang me$lakukan prakte$k-
prakte$k ini de$ngan alasan kare$na sudah me$njadi ke$biasaan/budaya se$te$mpat. 
(Najlah Naqiyah : 2009) dalam (Zulmikarnain Rani, 2019). 
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Namun, ke$nyataan me$nunjukkan bahwa di be$be$rapa dae$rah, pe$rnikahan di 

bawah umur masih te$rjadi de$ngan alasan tradisi atau budaya se$te$mpat. Ini me$njadi 

masalah yang sangat me$ngkhawatirkan, kare$na budaya yang tidak me$mpe$rhatikan 

aspe$k ke$se$hatan dan hak anak dapat me$ngarah pada dampak ne$gatif jangka 

panjang, baik bagi anak itu se$ndiri maupun masyarakat se$cara ke$se$luruhan. Anak-

anak yang dipaksa untuk me$nikah di usia dini be$risiko$ me$ngalami be$rbagai 

masalah, se$pe$rti gangguan ke$se$hatan re$pro $duksi, ke$ke$rasan dalam rumah tangga, 

dan te$rbatasnya ke$se$mpatan pe$ndidikan dan pe$nge$mbangan diri. 

Se$dangkan me$nurut Sarlito$, pe$rnikahan dini me$rupakan se$buah pilihan 

te$rbaik untuk me$nciptakan hubungan yang baik dan se$hat. Pe$rnikahan yang masih 

re$maja atau dini dapat dijadikan so$lusi untuk me$nghindari pe$nyimpangan-

pe$nyimpangan yang te$rjadi. (Yunianto$, 2018).  

Pe$mbatasan usia minimum dalam undang-undang pe$rkawinan pada 
dasarnya be$rtujuan me$njaga ke$se$jahte$raan masyarakat se$cara ke$se$luruhan. 
Ini dise$babkan o$le$h pe$rtimbangan bahwa anak-anak yang masih be$rusia di 
bawah batas te$rse$but be$lum me$miliki ke$siapan me$ntal maupun fisik yang 
cukup untuk me$nghadapi dampak yang mungkin timbul dari pe$rkawinan, 
se$pe$rti pro$se$s ke$hamilan, pe$rsalinan, dan tanggung jawab finansial. (Srio$no$, 
2023) hlm 30. 

Islam tidak me$ngatur te$rkait pe$mbatasan usia se$se$o $rang untuk 

me$langsungkan pe$rkawinan, akan te$tapi Undang-Undang pe$rkawinan me$mpunyai 

aturan untuk se$se$o$rang me$nikah, dikare$nakan untuk me$nghindari pe$rkawinan 

dibawah umur kare$na se$o$rang anak yang be$rusia dibawah umur be$lum me$miliki 

ke$siapan me$ntal maupun fisik ke$tika ia me$njalankan pe$rnikahan dan me$ngandung.  

Be$rdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No$ 16 Tahun 2019 dikatakan 

bahwa pe$rkawinan hanya dapat dilakukan ke$tika anak sudah be$rusia 19 tahun, akan 
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te$tapi me$nurut pasal 7 ayat (2) me$ngatakan bahwa anak yang be$lum me$ncapai usia 

19 tahun te$tapi me$lakukan pe$nyimpangan so$sial yang be$rakibat hamil diluar nikah 

dapat dibe$rikan to$le$ransi dan dispe$nsasi ke$pada pe$ngadilan de$ngan alasan se$rta 

bukti-bukti yang je$las. Hal te$rse$but te$rjadi pada putusan No$mo$r 

172/Pdt.P/2024/PA.Wng yang dimana hakim me$ngabulkan dispe$nsasi nikah 

se$o$rang anak yang be$rusia 16 tahun akibat pe$nyimpangan so$sial yaitu hamil diluar 

nikah. 

Pe$rlindungan hukum wanita hamil dan dibawah umur dalam pe$rspe$ktif 

hukum islam maupun ko$mpilasi hukum islam (KHI) cukup te$rlindungi te$rkait 

ke$te$rbatasan usia dapat difasilitasi dispe$nsasi nikah se$hingga tidak me$njadi ke$ndala 

untuk me$nikah se$kalipun hamil diluar nikah. Namun pe$rso$alan yang timbul di 

masyarakat tingkat ke$matangan/tingkat ke$de$wasaan se$o$rang istri yang baru be$rusia 

16 tahun se$harusnya duduk dibangku ke$las 2 SMA te$tapi ini harus me$njadi Ibu 

Rumah Tangga (IRT). Hal inilah yang me$latarbe$lakangi skripsi de$ngan judul 

PERLINDUNGAN HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DIBAWAH 

UMUR BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA 

Meskipun Perkawinan wanita hamil dibawah umur telah dibahas dalam 

berbagai penelitian sebelumnya, penelitiam ini memiliki orisinalitas dengan 

mengkaji Perlindungan kematangan usia wanita yang hamil dibawah umur 

berdasarkan KHI dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Dianti, F., & Kuswulandari, D. D. (2024) berjudul “Akibat Hukum 

Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi 
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Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur” 

analisis hukum terhadap keabsahan dan akibat hukum dari perkawinan yang 

dilakukan oleh wanita hamil di luar nikah berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Penelitian ini juga berbeda dari Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024) 

dengan judul “Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia” yang mengkaji tentang perlindungan 

hukum yang nyata dan berkeadilan bagi perempuan dan anak setelah perceraian. 

Sementara itu Lathifah, Y. (2021) “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan 

Sosiologi Hukum” yang menitikberatkan pada analisis sosial dan hukum Islam 

terhadap praktik perkawinan anak di bawah umur 

Penelitian ini memberikan persepektif baru mengenai Perlindungan hukum 

perkawinan wanita yang hamil dibawah umur khususnya dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia. Focus utama terletak pada kematangan usia 

dibawah umur dalam menjalani peran sebagai ibu rumah tangga berdasarkan 

tingkat kedewasaan anak. 

B. Identifikasi Masalah  

Be$rdasarkan latar be$lakang te$rse$but diatas, be$be$rapa pe$rso$alan hukum yang 

me$njadi fo $kus pe$ne$litian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan perkawinan wanita hamil dibawah umur sudah 

terakomodir dalam ketentuan hukum positif? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan perkawinan wanita hamil dibawah umur 

berdasarkan putusan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Wng?  
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3. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap kematangan usia anak 

Perempuan yang menikah dibawah umur berdasarkan Undang-undang No 

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian  

Be$rdasarkan judul skripsi yang dirumuskan pe$nulis, yang dikaitkan 

de$ngan masalah po$ko$k yang me$njadi fo$kus pe$ne$litian, maka tujuan utama 

pe$ne$litian ini ialah: 

1. Me$ne$liti, me$ne$laah, dan me$nganalisis pengaturan terkait perkawinan wanita 

hamil dibawah umur 

2. Me$ne$liti, me$ngkaji, dan me$nganalisis bentuk perlindungan perkawinan 

wanita hamil dibawah umur pada putusan Nomor 172/Pdt.P/2024/PA.Wng 

3. Me$nye $lidiki, me$ne$laah dan me$nganalisis terkait penyelesain hukum 

terhadap anak perempuan yang menikah di bawah umur berdasarkan 

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan? 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Ke$gunaan Te$o$ritis 

Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan ko$ntribusi dalam 

pe$nge$mbangan ke$ilmuan dan me$mbe$rikan re$fe$re$nsi pe$ne$litian untuk 

pe$ne$litian se$lanjutnya dalam bidang ilmu hukum se$cara umum dan 

khususnya me$nge$nai ke$ilmuan te$ntang pe$rlindungan hukum anak yang lahir 

dari pe$rkawinan dibawah umur dan diluar nikah me$nurut ko$mpilasi hukum 

islam di Indo$ne$sia. Se$hingga diharapkan de$ngan adanya pe$ne$litian ini dapat 
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me$mbe$rikan manfaat dan me$nambah wawasan pe$nge$tahuan ilmu hukum 

untuk pe$nulis dan pe$mbaca.  

2. Ke$gunaan Praktis 

Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan ko$ntribusi ke$pada 

para le$gislatif, bagi pe$ngadilan dan catatan sipil, se$rta bagi o $rang tua dan 

masyarakat se$bagai upaya untuk me$nce$gah te$rjadinya pe$rgaulan be$bas, 

me$mbantu me$me$cahkan masalah dalam pe$rkawinan se$pe$rti halnya yang 

be$rkaitan de$ngan pe$rlindungan hukum pe$rkawina wanita hamil dan 

dibawah umur be$rdasarkan ko$mpilasi hukum islam.  

E. Kerangka Pemikiran  

Pancasila adalah ideologi yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, 

teori, doktrin, gagasan, atau ilmu pengetahuan yang dianut oleh masyarakat 

Indonesia sebagai kebenarannya dan menjadi pedoman dalam mengatasi 

permasalahan sosial, permasalahan kebangsaan, dan tantangan kenegaraan. 

(Hakim et al., 2023). Sebagaimana terdapat pada sila ke 5 yaitu “keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini menunjukkan bahwa negara mempunyai 

kewajiban untuk menciptakan suasana yang adil, bebas dari diskriminasi, serta 

memastikan hak-hak setiap orang. 

Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya 

termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam 

penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk 

perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa 
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setiap anak berhakatas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Safaruddin Harahap, 

2016). Ini berarti negara melindungi orang, anak-anak, dewasa, dan termasuk 

seluruh tumpah darah yang ada di Indonesia.  

Pe$ndapat Philipus M Hadjo$n me$nge$nai pe$rlindungan hukum yang 
me$nyatakan bahwa pe$rlindungan hukum adalah suatu ko$nse$p yang 
me$libatkan langkah-langkah dan me$kanisme$ hukum yang dirancang 
untuk me$lindungi hak-hak individu dan masyarakat se$cara ke$se$luruhan. 
Pe$rlindungan hukum be$rtujuan untuk me$mastikan bahwa se$tiap o$rang 
me$miliki akse$s yang adil te$rhadap ke$adilan, ke$amanan, dan pe$rlakuan 
yang se$tara di bawah hukum. (Bediona et al., 2024).  

  
Tujuan utama pe$rlindungan hukum, me$nurut pe$ndapat ini, adalah 

untuk me$nciptakan siste$m yang me$mbe$rikan rasa aman, ke$adilan, dan 

ke$se$taraan bagi se$mua pihak. Dalam prakte$knya, pe$rlindungan hukum itu 

tidak hanya te$rlihat dalam pe$mbuatan undang-undang, te$tapi juga dalam 

pe$ne$rapan hukum yang me$ncakup hak-hak sipil, so$sial, e$ko$no$mi, dan 

po$litik se$tiap individu. Ini sangat pe$nting untuk me$nciptakan masyarakat 

yang me$nghargai ke$adilan dan hak asasi manusia, kare$na tanpa 

pe$rlindungan hukum yang e$fe$ktif, masyarakat akan re$ntan te$rhadap 

ke$tidakadilan dan pe$nyalahgunaan ke$kuasaan. teori yang digunakan pada 

peneltian ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanyakeselarasan antara 

hukum yang tertulis (Law in the book) dengan hukum yang ada dilapangan 

(Law in the action). (Kurniadi Prasetyo, 2020).  

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 
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masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 
oleh hukum. (Rahardjo, 2000).  
 
Pe$rlindungan hukum te$rhadap anak yang hamil dalam ko$nte$ks 

hukum Islam me$me$rlukan pe$nde$katan ko$mpre$he$nsif yang tidak hanya 

me$mpe$rtimbangkan ke$absahan pe$rkawinan, te$tapi juga ke$se$jahte$raan fisik, 

me$ntal, dan so$sial pe$re$mpuan dan anak yang dikandungnya dipe$rlukan 

suatu pe$nde$katan. Hal ini harus me$ncakup pe$ngamanan le$bih lanjut dalam 

pe$ne$gakan hukum baik dari sisi ne$gara, masyarakat, dan ke$luarga, de$ngan 

tujuan me$ncapai ke$se$imbangan ke$adilan antara hak individu dan ke$wajiban 

hukum. 

Me$nurut CST Kansil “Pe$rlindungan Hukum adalah se$gala upaya 
hukum yang harus dibe$rikan o$le$h aparat pe$ne$gak hukm de$mi 
me$mbe$rikan rasa aman, baik se$cara pikiran maupun fisik dari 
gangguan dan be$rbagai ancaman dari pihak manapun”. (C.S.T 
Kansil, 1989).  
 
Pe$rlindungan hukum juga be$rarti me$mbe$rikan akse$s te$rhadap hak-

hak dasar, se$pe$rti hak atas rasa aman, ke$be$basan, dan pe$rlakuan adil di 

hadapan hukum. Pe$rlindungan ini harus dite$rapkan se$cara me$rata dan tanpa 

diskriminasi, se$hingga se$mua pihak, baik individu, ke$lo$mpo$k, maupun 

ko$munitas, dapat hidup tanpa rasa takut akan ancaman atau pe$langgaran 

te$rhadap hak-haknya. 

Me$nurut kartini karto$no$ pe$nyimpangan se$ksual me$rupakan 
pe$rbuatan te$rce$la di haramkan agama, yang me$rusak no$rma,no$rma 
so$sial se$rta masih banyak pe$rbuatan atas pe$ristiwa pe$nyimpangan 
se$ks yang dalam hal ini di lakukan o$le$h re$maja se$bagai so$so$k 
manusia yang se$dang me$ngalami ge$jo$lak dan transisi. Diantaranya 
be$rbagai pe$nyimpangan se$ks yang dilakukan re$maja se$bagai te$man 
atau ke$kasih. Se$ks se$pe$rti ini sangat be$re$siko$ tinggi bukan pada 
pe$nyakit yang di timbulkan se$cara pisik te$tapi se$cara pisikis de$ngan 
te$rjadinya ke$hamilan di luar nikah. (Zulmikarnain Rani, 2019).  
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Pe$nyimpangan se$ksual ini tidak hanya me$nimbulkan risiko$ fisik 

se$pe$rti pe$nyakit, te$tapi juga me$nimbulkan akibat psiko$lo$gis yang se$rius, 

apalagi jika be$rujung pada ke$hamilan di luar nikah. Ke$hamilan re$maja di 

luar nikah dapat me$ningkatkan te$kanan psiko$lo$gis, me$nghambat 

pe$rke$mbangan, dan se$ringkali dise$rtai de$ngan stigma so$sial yang le$bih 

be$sar. O$le$h kare$na itu, untuk me$nce$gah te$rjadinya pe$nyimpangan se$ksual 

di kalangan re$maja, pe$nting untuk me$miliki pe$mahaman yang be$nar te$ntang 

hubungan se$ksual yang se$hat dan be$rtanggung jawab. 

Te$rjadinya wanita hamil diluar nikah (yang hal ini sangat dilarang 

o$le$h agama, no$rma, e$tika dan pe$rundang- undangan Ne$gara), se$lain kare$na 

adanya pe$rgaulan be$bas, juga kare$na le$mah (rapuhnya) iman pada masing-

masing pihak. O$le$h kare$nanya, untuk me$ngantisipasi pe$rbuatan yang ke$ji 

dan te$rlarang itu pe$ndidikan agama yang me$ndalam dan ke$sadaran hukum 

se$makin dipe$rlukan. (Abdul Rahman Gho$zali. O$p.cit, h. 128) dalam (Abror, 

2017).  

Me$nte$ri ke$se$hatan RI Nila Mo$e$lo$e$k yang dikutip be$rita Antara 
(2014) me$nyatakan bahwa pe$re$mpuan yang me$nikah pada usia dini 
re$ntan me$ngalami masalah ke$se$hatan yang dapat me$nye$babkan 
me$ninggal pada masa ke$hamilan dan pe$rsalinan se$rta dapat 
me$nye $babkan bayi yang dilahirkan me$ne$mui masalah ke$se$hatan. 
Hal ini dise$babkan kare$na o$rgan re$pro$duksi ibu be$lum matang 
se$cara bio$lo$gis, be$rdampak pada gangguan pe$rtumbuhan dan 
pe$rke$mbangan janin. (Inna Noor Inayati, 2015).  
 
Hal ini te$rjadi kare$na o$rgan re$pro$duksi pe$re$mpuan di usia te$rse$but 

be$lum se$pe$nuhnya matang, yang bisa me$ngganggu pe$rke$mbangan janin dan 

me$ningkatkan ke$mungkinan masalah ke$se$hatan pada bayi. O$le$h kare$na itu, 
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pe$rlu ada re$visi pada ke$bijakan ini de$mi me$lindungi ke$se$hatan pe$re$mpuan 

dan anak, se$rta me$mastikan bahwa me$re$ka siap se$cara fisik dan e$mo$sio$nal 

dalam me$njalani pe$rnikahan dan me$njadi o$rangtua. 

Me$nge$nai nasab anak yang dilahirkan dari pe$rnikahan te$rse$but, KHI 
be$rpe$ndapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari 
pe$rkawinan yang sah, walaupun akad nikahnya dilaksanakan dalam 
ke$adaan si wanita se$dang hamil di luar nikah (baik kare$na zina 
ataupun dipe$rko$sa) asalkan le$laki yang me$nikahinya adalah le$laki 
yang me$nghamilinya. Ke$te$ntuan ini be$rdasarkan ke$se$pakatan para 
ulama fikih bahwa nasab se$o$rang anak itu dapat te$rbe$ntuk dan 
dihubungkan de$ngan ayahnya me$lalui akad nikah yang sah, dimana 
akad nikah yang sah itu me$njadi satu-satunya indikato$r se$hingga 
pe$rkawinan itu dianggap pe$rkawinan yang sah .(Millah, 2017b).   

 
O$le$h kare$na itu, me$skipun ada ko$ndisi yang tidak ide$al, apabila 

pe$rkawinan te$rse$but sah me$nurut hukum agama, maka anak yang dilahirkan 

me$miliki ke$dudukan hukum yang je$las dalam hubungan nasab de$ngan 

ayahnya. 

F. Metode Penelitian  

Pe$ne$litian ini be$rsifat de$skriptif de$ngan je$nis pe$ne$litian yuridis 

no$rmative$ te$rhadap data se$kunde$r be$rupa bahan hukum prime$r, se$kunde$r, dan 

te$rsie$r yang dipe$ro$le$h me$lalui studi pustaka dan studi do$kume$n. Data prime$r 

me$lalui wawancara dilakukan untuk me$nguatkan data se$kunde$r. Pe$nde$katan 

me$nggunakan pe$nde$katan undang-undang, se$dangkan analisis yang digunakan 

adalah analisis kualitatif. Tahapan pe$ne$litian yang dilakukan, pada po$ko$knya 

adalah be$be$rapa ke$giatan yang me$liputi, pe$ngumpulan dan me$nginve$ntarisasi 

data se$kunde$r yaitu data yang didapat dari ke$pustakaan te$rkait ke$kuatuan 

hukum po$sitif dan hukum islam se$bagai pe$do$man me$nge$nai pe$rlindungan 

hukum wanita hamil dibawah umur. Ke$mudian, me$ngkaji bahan hukum prime$r 
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be$rupa pe$raturan pe$rundang undangan yang te$rkait, se$kaligus me$ngkaji bahan 

hukum se$kunde$r dan te$rsie$r. 

1. Spesifikasi Penelitian 

Sugiyono (2019) Spesifikasi penelitian merupakan perumusan 

secara lebih rinci tentang arah penelitian yang ditujukan untuk memberikan 

gambaran, menjelaskan hubungan, atau menguji hipotesis tertentu. De$ngan 

me$nggunakan pe$nde$katan de$skriptif-analitis, pe$ne$litian ini me$nje$laskan 

se$cara spe$sifik pe$raturan hukum te$rkait dan me$nilai bagaimana me$re$ka 

be$rhubungan de$ngan te$o$ri-te$o$ri hukum dan Undang-Undang yang be$rkaitan 

de$ngan pe$rlindungan hukum pe$rkawinan wanita hamil dibawah umur 

be$rdasarkan hukum positif di Indonesia. Yang be$rkaitan de$ngan Undang-

undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. 

2. Metode Pendekatan 

Sugiyono (2019) Pendekatan penelitian merupakan strategi umum 

yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, dapat berupa 

pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi (mixed methods). 

Me$to$de$ pe$nde$katan yang dipe$rgunakan dalam pe$nyusunan skripsi 

ini adalah pe$ne$litian yuridis no$rmative$ (me$to$de$ pe$ne$litian hukum no$rmatif). 

Yaitu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia be$nar dan 

ke$simpulan itu ditujukan untuk se$suatu yang sifatnya khusus). Sumbe$r data 

yang digunakan dalam me$to$de$ yuridis no$rmatif ini adalah de$ngan 
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me$nggunakan rise$t ke$pustakaan yaitu de$ngan pe$nulis me$mbaca dan 

me$ne$laah lite$ratur – lite$ratur yang be$rakitan de$ngan pe$rmasalahan – 

pe$rmasalahan yang dike$mukakan, me$nganalisis sumbe$r – sumbe$r hukum 

te$rtulis, pe$raturan pe$rundang – undangan dan do$ktrin – do$ktrin ahli hukum. 

So$e$rjo$no $ So$e$kanto$  dan  Sri  Mamudji  me$mbe$rikan  pe$ndapat  pe$ne$litian 

hukum no$rmatif adalah pe$ne$litian hukum yang dilakukan de$ngan cara 

me$ne$liti bahan ke$pustakaan (data se$kunde$r) (Efendi & Ibrahim, 2016).  

3. Tahap Penelitian  

Dalam rangka pe$laksanaan pe$ne$litian ini, data dikumpulkan me$lalui 

pe$nggalian info$rmasi dan pe$raturan pe$rundang-undangan, lite$rature$ buku, 

dan artike$l yang re$le$van de$ngan isu yang akan dite$liti, tahap awal pe$ne$litian 

dilakukan me$lalui: 

a Pe$ne$litian ke$pustakaan (library re$se$arch) 

Pe$ne$litian ke$pustakaan me$rupakan pe$ne$litian yang 

dilaksanakan me$nggunakan lite$rature$ baik be$rupa buku, catatan, 

maupun hasil pe$ne$litian te$rle$bih dahulu. Dalam hal ini sumbe$r data 

te$rbagai me$njadi tiga sumbe$r: 

1. Bahan hukum prime$r, yaitu bahan-bahan hukum yang me$mpunyai 

ke$kuatan me$ngikat se$cara yuridis. Se$pe$rti no$rma dasar (pancasila), 

undang-undang dasar ne$gara re$publik Indo$ne$sia tahun 1945, Hukum 

Islam, pe$raturan pe$rundang-undangan: 

a.Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-

undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
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b.Undang-undang No 35 Tahun 2002 Jo Undang-undang No 23 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

2. Bahan Hukum Se$kunde$r me$rujuk pada mate$ri yang me$miliki 

ke$te$rkaitan yang e$rat de$ngan bahan hukum prime$r, dimaksudkan 

untuk me$mbe$rikan pe$nje$lasan, analisis, dan pe$mahaman le$bih lanjut 

te$ntang mate$ri hukum prime$r. Co$nto$h-co$nto$h te$rmasuk buku, 

artike$l, jurnal, makalah, dan pandangan para ahli hukum. 

3. Bahan hukum te$rsie$r adalah re$fe$re$nsi yang me$nye$diakan info$rmasi 

me$nge$nai bahan hukum prime$r dan se$kunde$r. Co$nto$hnya me$liputi 

Kamus Be$sar Bahasa Indo$ne$sia (KBBI), sumbe$r info$rmasi dari 

inte$rne$t, dan be$rbagai sumbe$r lainnya.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data adalah 

langkah paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama penelitian 

adalah untuk mendapatkan data yang valid dan relevan.  

1. Penelitian Lapangan 

Terdapat dua macam tahapan penelitian baik penelitian kepustakaan 

maupun penelitian lapangan menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a Studi Dokumen (Literature)  

Informasi yang dikumpulkan melalui teknik membaca, 

kategorisasi, sistematisasi, dan dokumentasi data sekunder, baik 
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bahan hukum primer, sekunder maupun tersier sebagian besar 

dikumpulkan melalui penelitian pustaka. 

b Studi Lapangan 

Studi lapangan kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan 

data primer menguatkan data sekunder. Informasi dalam kategori 

data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara berbentuk 

pertanyaan dan jawaban. Kepada UPTD PPA Kota Bandung, atau 

organisasi maupun dinas yang terkait. Untuk wawancara yang 

beralamat di Jalan Tera No. 20, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur 

Bandung. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu:  

a Alat Pengumpulan Data dalam penelitian kepustakaan yang 

digunakan adalah berbagai sumber literatur yang relevan dengan 

topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan 

perundang-undangan, maupun karya ilmiah terdahulu. 

b Alat Pengumpulan Data dalam penelitian lapangan berupa daftar 

pertanyaan untuk wawancara guna memudahkan pengumpulan data 

dalam penelitian penulisan lapangan ini khususnya pengumpulan 

data dengan melakukan dialog atau Tanya jawab langsung dengan 

responden. Untuk pencatatan. Maka digunakan pula pengumpul data 

berupa alat perekam dan catatan hasil wawancara agar analisis data 

yang diperoleh lebih efektif.  
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6. Analisis Data 

(Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian 

kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data olahan sebagai langkah lanjut. Data 

dianalisa menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif yaitu fokus pada 

pendalaman terhadap materi hukum yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum Perkawinan wanita hamil di bawah umur berdasarkan kompilasi 

hukum islam (KHI) dan Hukum Positif di Indonesia 

7. Lokasi Penelitian 

1. Pe$rpustakaan Sale$h Adiwiata Fakultas Hukum Unive$rsitas Pasundan 

beralamat diJl Le$ngko$ng Dalam No$.17, Ke$lurahan Cikawao$, 

Ke$camatan Le$ngko$ng, Ko$ta Bandung, Jawa Barat, Ko$de$ Po$s 42025.  

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 

(UPTD PPA) Kota Bandung yang beralamat di jl Tera No. 20, 

Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung. 

 

 

 

 


